PERJANJIAN TITIP JUAL (KONSINYASI)
Hari ini, Jumat, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu sembilan belas, telah terjadi kesepakatan dan perjanjian bersama antara:
	Nama :
	Shiddiq Arfan Maulana 

	Jabatan / posisi :
	Kepala Pemasaran

	Nomor KTP :
	1000923717127

	Alamat :
	Jl Dr Setiabudi Kompl Taman Setiabudi Indah Bl PP/84 Medan 

	Badan usaha :
	Konveksi Prima Guna Taylor


Selaku pemegang kuasa dari produsen (suplier) produk baju Konveksi Prima Guna Taylor. Untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini akan disebut sebagai Pihak Pertama.
	Nama :
	Adri Wiyono 

	Jabatan / posisi:
	Pemilik Toko

	Nomor KTP :
	1271919728373

	Alamat :
	Jl.Pancing Ling VI No 82 Pasar 4 Mabar Hilir, Medan

	Badan usaha :
	Toko Baju Laras Mandiri


Selaku pemilik (owner) Toko Baju Laras Mandiri. Untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini akan disebut sebagai Pihak Kedua.
Kedua belah pihak bersama-sama menyepakati perjanjian jual beli dengan sistem titip jual / konsinyasi dengan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian jual beli produk baju / pakaian dengan sistem konsinyasi / titip jual. 
2. Harga produk baju / pakaian yang di titip jualkan seperti dalam lampiran dapat berubah sewaktu-waktu. Jika terjadi perubahan harga, Pihak Pertama  harus memberitahukan secara tertulis satu bulan sebelumnya.
3. Kuantitas untuk masing-masing jenis dan desain baju ditentukan oleh pihak kedua secara tertulis melalui surat pemesanan.
4. Pihak Pertama tidak menjamin ketersediaan dari barang yang dipesan Pihak Kedua. Untuk itu Pihak Kedua dapat meminta daftar stok barang yang tersedia sebelum melakukan pemesanan.
5. Pihak Pertama memberikan barang cadangan dengan rasio tertentu dari keseluruhan barang titipan. Pihak Kedua tidak diperkenankan menjual barang cadangan selain untuk penggantian barang yang rusak. Setiap penggantian harus dibuatkan nota tersendiri agar kemudian barang yang rusak tersebut bisa ditarik kembali oleh Pihak Pertama.
PASAL 2
1. Pihak Kedua memberikan uang deposit sebesar 50% dari total keseluruhan harga pokok barang yang dititipkan. Uang deposit ini akan dikembalikan semua jika barang yang di titip jualkan tidak terjual atau barang ditarik kembali Pihak Pertama.
2. Pihak Pertama akan mengirim barang sesuai dengan jumlah pemesanan ditambah barang cadangan sebagaimana disebut dalam PASAL 1. 
3. Harga jual ditentukan secara sepihak oleh Pihak Kedua. Pihak Kedua juga dibebaskan untuk menjual barang langsung kepada konsumen ataupun kepada distributor / reseller.
4. Ongkos kirim pesanan barang ditanggung Pihak Pertama dengan batasan tertentu sebagaimana diperinci dalam lampiran, jika ongkos kirim melebihi batas tersebut, maka biaya tersebut ditanggung Pihak Kedua.
5. Pembayaran akan dilakukan setelah barang titipan terjual, Pihak Pertama akan melakukan kontrol dan penagihan pada setiap akhir bulan.
PASAL 3
1. Barang yang oleh pihak kedua dianggap tidak terjual bisa dikembalikan kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama akan mengembalikan 100% deposit yang telah disetor Pihak Kedua.  
2. Jika di kemudian hari ternyata Pihak Kedua ingin menjual lagi barang yang dikembalikan tersebut maka transaksi harus dilakukan secara tunai, bukan melalui titip-jual.
PASAL 4
1. Dengan melalui kesepakatan terlebih dahulu, kedua  belah pihak dapat menghentikan perjanjian ini sebelum masa kontrak habis.
2. Ketika perjanjian berhenti (selesai) sebelum masa berlaku yang disepakati habis, maka seluruh barang konsinyasi dikembalikan seluruhnya kepada Pihak Pertama dengan seluruh ongkos kirim barang ditanggung oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua wajib membayar lunas terhadap barang yang sudah terjual kepada Pihak Pertama.
3. Jika perjanjian terhenti Pihak Pertama wajib mengembalikan uang deposit kepada Pihak Kedua terhadap barang-barang yang belum laku terjual.
PASAL 5
1. Surat perjanjian berlaku Mulai 12 November 2019 hingga 13 November 2020 atau 1 (satu tahun.
2. Kesepakatan-kesepakatan berikutnya antara kedua belah pihak yang terkait perjanjian konsinyasi ini akan secara otomatis menjadi addendum.
PASAL 6
1. Force Majeure (keadaan kahar)  yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu dan menggagalkan pelaksanaan perjanjian ini, seperti bencana, wabah penyakit, perang, pemogokan, sabotase, terorisme, pemberontakan, blokade, kecelakaan atau keterlambatan yang di-sebabkan keadaan di luar kemampuan manusia.
2. Terhadap segala kerugian akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menanggung kerugiannya sendiri-sendiri secara sepihak.
PASAL 7
1.  Apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak sebagai akibat pelaksanaan surat perjanjian ini maka kedua belah pihak akan berusaha menyelesaikanya secara musyawarah atau melalui badan arbitrase.
PASAL 8
1. Demikianlah perjanjian ini dibuat dengan niat baik untuk dipatuhi kedua belah pihak, dalam keadaan sadar sepenuhnya dan tanpa paksaan pihak mana pun.
2. Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bunyinya sama, bermaterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum sama untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Dibuat di Medan pada tanggal 12 November 2019,
	Pihak Pertama
Shiddiq Arfan Maulana 
	Pihak Kedua
Materai Rp.6000,-
Adri Wiyono 


